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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang ekonominya maju tidak hanya
didorong oleh investor swasta besar, tetapi Pemerintah dan investor menengah,
kecil hingga mikro, jumlah ini sangat besar dan mulai diperhitungkan (Liani &
Prawihatmi, 2017). Kebijakan pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan
mikro Mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Cukup Berat
Mengenai UMKM, konfirmasi hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh,
optimal, dan Pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan iklim yang
menguntungkan, menyediakan Peluang bisnis, dukungan, perlindungan dan

pengembangan bisnis seluas mungkin.

Setelah pengumuman masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, pandemi
penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) telah menyebabkan gangguan di hampir
setiap industri. WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dunia 5 tidak
terkecuali Indonesia dan salah satu negara yang mengalami pandemi. Melihat
situasi dan kondisi pandemi yang sedang berkembang di Indonesia melalui
Perpres No0.10. Pada 12 Desember 2020, pemerintah Indonesia menetapkan
pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Covid-19 di Indonesia telah
menginfeksi 34.316 orang, dengan 12.129 sembuh dan 1.959 meninggal dunia,
sejak konfirmasi resmi pemerintah per 10 Juni 2020 (Atmadja et al., 2020).

Pengaruh tidak di bidang kesehatan saja, pandemi juga menyebabkan beberapa



aktivitas sosial dan ekonomi Masyarakat diberhentikan sementara untuk
meminimalkan penyebaran virus. Untuk itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) telah diterapkan di beberapa daerah. Masalah ini menjadi salah satu faktor
yang menyebabkan terganggunya kegiatan ekonomi, yang mengakibatkan dalam

resesi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia
tidak sedikit, jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 64 juta,
sehingga 99,9% pelaku usaha bergerak dalam mendukung perekonomian
Indonesia. Melihat besarnya jumlah UMKM di Indonesia, pemerintah turut
memberikan bantuan presiden (banpres) dengan Penyaluran Bantuan Produktif
Usaha Mikro (BPUM) yang sudah dilakukan sejak 17 Agustus 2020. Tak hanya
itu, penyaluran BPUM yang selama ini dilakukan melalui mitra penyalur, salah
satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga diakui cepat dan mudah

prosesnya. (CNNIndonesia,2021).

Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak terbatas pada alokasi
anggaran untuk jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial dan bantuan
pemerintah. Program ini juga menyasar bisnis Super Mikro dan usaha kecil
Mikro, yang standarnya tidak menggunakan akses modal yang dikreditkan ke
bank, bukan badan hukum, belum menjadi wajib pajak, dan Bisnisnya bukan di
industri. Salah satu payung hukumnya adalah regulasi Menteri Keuangan (PMK)
No. 168 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 173 2016

Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Kementerian/Lembaga.



Dalam PMK Nomor 168/2015 disebutkan, Bantuan Pemerintah adalah
bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga
pemerintah/nonpemerintah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254/PMK.05/2015 tentang Bantuan Sosial pada kementerian Negara atau
Lembaga adalah Dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin
yang berupa transfer uang, barang atau jasa guna melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadi risiko sosial, demi meningkatkan kemampuan ekonomi atau

kesejahteraan masyarkat.

Bantuan UMKM atau Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)
merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM diseluruh Indonesia
termasuk di masyarakat kelurahan gandus. Bantuan UMKM menjadi satu cara
mempermudah Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. Sektor ini menjadi
salah satu milik masyarkat yang banyak mengalami goncangan ditengah pandemi
Covid-19. Penerima Dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) adalah usaha
mikro rumahan dan usaha yang bergerak disektor informal. Utamanya, usaha
mikro yang tidak sedang memanfaatkan akses kredit bank untuk permodalan,
tidak berbadan hukum, belum menjadi wajib pajak, dan usahanya tidak bergerak

di bidang industri.

Kelurahan gandus merupakan hasil pembagian wilayah administratif
Indonesia yang berada di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang Lurah.
Kelurahan merupakan uniit pemerintah yang terkecil setingkat dengan desa, yang

dimana kelurahan memiliki hak mengatur wilayah yang terbatas. Selama



pelaksanaan tugasnya pemerintah memberikan bantuan berupa dana kelurahan
pada setiap kelurahan untuk membantu memaksimalkan kinerja untuk membantu
dalam pembangunan saran dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan

masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan Prosedur pada pengeluaran
surat usulan dana terhambat di kelurahan karena diharuskan adanya tanda tangan
oleh Lurah yang bersangkutan, ketika Lurah tidak ada di kantor. Jika pandemi
Covid-19 ini masih berlanjut, dikhawatirkan berpengaruh kepada UMKM di
Indonesia yang berakibatkan gulung tikar. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan
pemulihan ekonomi. Hasil penelitian dari Majid yaitu Dengan salah satu program
yaitu program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 pemberian bantuan
bagi para pelaku sangat signifikan untuk memulai kembali menjalankan
produktivitas usahanya. Program pemerintah dalam menanggulangi dampak
pandemi Covid-19 (Majid et al., 2021), yang diselenggarakan oleh kementerian
Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dengan adanya Program Banpres
Produktif Usaha Mikro, tambahan Modal untuk memenuhi keperluan usaha agar
usaha pelaku usaha mikro dapat bertahan sehingga dapat memenuhi

kesejahteraannya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok.

Akan tetapi apakah BPUM ini efektif membantu para pelaku usaha mikro
dalam mempertahankan usaha karena kebijakan dan pelaksanaannya secara cepat.
Hasil penelitian dari Sundari, Dewi, and Burhanuddin menyatakan namun sangat
disayangkan bahwa dalam pengembangan Dana Bantuan UMKM tersebut

masyarakat belum dapat menjalankan sebagaimana mestinya seperti yang



diharapkan oleh pemerintah karena pada dasarnya sebagaian besar penerima dana
bantuan BPUM tidak menggunakan dana tersebut sebagai pengembangan usaha
mereka agar terselamatkan dari masa covid-19 (Sundari et al., 2021). Sedangkan
hasil penelitian dari Syariah, Eva Pemberian modal usaha melalui program BPUM
cukup efektif karena bisa digunakan untuk usaha yang lebih produktif agar
pendapatan yang diperoleh lebih tinggi (Syarifah & Eva, 2021). Dana BPUM
menggunakan dana publik sehingga diperlukan evaluasi mengenai penyaluran
BPUM dan pencapaian apakah sudah tepat sesuai sasaran penerimaannya ataupun
penggunaan dananya serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dalam

hal pemenuhan kebutuhan para pelaku usaha mikro dimasa pandemi.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian diatas, Penulis tertarik
melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Lurah Gandus untuk mengetahui
bagaimana cara pengajuan dan penerimaan dana BPUM dikantor lurah sesuai
ketentuan Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang berjudul
“Laporan Kegiatan Pengajuan dan Penerimaan Dana Bantuan Produktif

Usaha Mikro (BPUM) Masyarakat di Kantor Lurah Gandus Palembang.”

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan praktik kerja lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai syarat dalam menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan
2. Mahasiswa dapat membandingkan teori dan pengetahuan didalam

perkuliahan atau tempat praktik kerja lapangan.



Memberikan pengalaman kerja dalam meningkatkan daya kreativitas dan
produktivitas mahasiswa saat akan memasuki dunia kerja.
Untuk mengetahui tata cara pembuatan surat dan bagaimana melakukan

pelayanan public kepada masyarakat.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang ditetapkan dalam Praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat program Praktik kerja lapangan bagi Mahasiswaa

a. Menambah wawasan dan mendapatkan ilmu yang tidak pernah didapatkan

selama kuliah, llmu yang diperoleh saat kuliah berbeda dengan apa yang
diperoleh ketika praktik kerja lapangan di Instansi.

Melatih agar mahasiswa dapat berpikir secara kritis, sistematis, dan kreatif
dalam menghadapi sebuah permasalahan yang ada diperusahaan.
Mahasiswa dapat menyiapkan diri untuk menyesuaikan dalam lingkungan
kerja dimasa mendatang.

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman selaku generasi
mahasiswa untuk siap terjun langsung dimasyarakat khususnya di

lingkungan kerja.

1.3.2 Manfaat program Praktik kerja lapangan bagi Politeknik

a.

Menjalin kerjasama atau hubungan baik antara Politeknik dengan
Perusahaan atau instansi tempat mahasiswa Praktik kerja lapangan.
Politeknik dapat meningkatkan kualitas lulusan melalui program praktik
kerja lapangan ini.

Politeknik dapat lebih dikenal didunia industri dan masyarakat.



d. Dapat menjadi informasi dengan referensi bacaan bagi peneliti lain
khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang melakukan penelitian
dengan topik permasalahan yang sama.

1.3.3 Manfaat Program praktik kerja lapangan bagi instansi atau Perusahaan

a. Dapat membantu meringkan perusahaan atau Instansi akan pekerjaan dari
tenaga kerja mahasiswa/l yang sedang melakukan praktik kerja lapangan.

b. Adanya hubungan kerja sama baik antara Politeknik dengan perusahaan
sehingga perusahaan dikenal oleh kalangan akademis dan dunia
pendidikan.

c. Sebagai bahan informasi dan masukan materi bagi perusahaan.

d. Adanya orang yang mengaudit perusahaan tanpa mengeluarkan biaya
dengan adanya laporan praktik kerja lapangan yang diberikan kepada
perusahaan.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan Praktik kerja lapangan di Instansi Kantor Lurah
Gandus yang bergerak dibidang Pelayanan Publik. Penulis ditempatkan pada

bagian Pelayanan. Berikut mengenai Instansi tempat Praktik Kerja Lapangan :

Nama Instansi : Kantor Lurah Gandus
Alamat . JI. TPH Sofyan Kenawas No. 1, Kec. Gandus Kel. Gandus
Palembang

Telepon : 0711-7069434



1.5 Waktu Praktik Kerja Lapangan
1. Waktu Persiapan

Dalam tahap persiapan penulis mencari tempat yang dapat
dijadikan untuk Praktik Kerja Lapangan dan sudah di pastikan tempat
tersebut menerima mahasiswa magang, sebelum memulai Praktik Kerja
Lapangan penulis terlebih dahulu mengurus surat permohonan untuk
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Biro Administasi Akademik dan
Keuangan (BAAK) yang ditujukan kepada Kesbangpol, Kantor Camat
Gandus dan Kantor Lurah Gandus terlebih dan selanjutnya surat tersebut
ditujukan kepada Kantor Camat Gandus, dan selesai diserahkan
selanjutnya Camat Gandus membuat surat Pengantar yang ditujukan
kepada Kantor Lurah Gandus.

Setelah selesai mengurus surat permohonan Praktik Kerja Lapngan
ke Kesbangpol untuk selanjutanya surat tersebut ditujukan kepada Kantor
Camat Gandus, dan selesai diserahkan selanjutnya Camat Gandus
membuat surat Pengantar yang ditujukan kepada Kantor Lurah Gandus,
setelahnya diberikan kepastian berupa konfirmasi surat balasan oleh pihak
Instansi. Ketika penulis sudah terkonfirmasi untuk menjadi mahasiswa
magang, penulis dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sesuai waktu
yang telah ditentukan.

2. Waktu Pelaksanaan
Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Lurah

Gandus selama satu bulan dimulai dari tanggal 6 September 2021 sampai



dengan 7 Oktober 2021. Ketentuan Praktik Kerja Lapangan di Kantor

Lurah Gandus, yaitu :

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktik Kerja Lapangan Selama Sebulan

Hari Jam Kerja Keterangan
Senin s/d Kamis 08.00-12.00 WIB
12.00-13.00 WIB Istirahat
13.00-16.00 WIB
Jum’at 08.00-16.30 WIB

Sumber : data diolah, 2021

3. Tahap Pelaporan
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan
Penulis memiliki kewajiban kepada Politeknik Palcomtech untuk
memberikan laporan mengenai kegitan yang dilaksanakan ditempat
kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Penulis mempersiapkan Laporan Praktik
Kerja Lapangan ini dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai Januari 2021
Kegiatan yang dilakukan oleh Penulis selama melaksankan
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah mempelajari lingkungan kerja
serta mencatat pengetahuan baru selama kegitan Praktik Kerja Lapangan.
Dan yang terakhir adalah mencatat semua hasil kegiatan disertai dengan
adanya data-data untuk proses dalam bentuk sebuah laporan Praktik Kerja
Lapangan.
1.6 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis dalam

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu :
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1. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2018) Observasi adalah sebagai teknik
pengumpulan data mempuyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan
teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan
kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak
terbatas pada orang, teapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Menurut (Morissan, 2017) Observasi adalah kegiatan
keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu
utamanya. Dalam hal ini pancaindra digunakan untuk menangkap gejala
yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan
tersebut dianalisis.

2. Wawancara

Menurut  (Sugiyono, 2018) Wawancara adalah teknik
pengumpulan data dan apabila inginn melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yanng harus diteliti, dan juga apabila peneliti
ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit/kecil. Menurut penelitian dalam hal ini penulis
melakukan tanya jawab secara langsung kepada Lurah Gandus yaitu
Bapak Muhammad Saleh Hamdan dan pegawai Lurah Gandus Ibu Riani
Pratiwi, untuk pengumpulan informasi, data yang akurat, dan pembuatan
laporan praktik kerja lapangan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan

dan penerimaan dana bantuan BPUM di Lurah Gandus Palembang.
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3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (Susilo, 2018) Dokumentasi adalah catatan
peristiwa yang berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang didapatkan
penulis sebagai pendukung laporan berupa Struktur Organisasi Kelurahan
Gandus Palembang, Syarat Pengajuan dana Bantuan BPUM, Surat

Keterangan Usaha penerima dana bantuan BPUM.



BAB Il

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Profil perusahaan dan sejarah

Kantor Lurah Gandus, yang berlokasi di Gandus Palembang. Sumatera
Selatan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan dibentuk
wilayah kecamatan, pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan
beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran
dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Pembentukan kelurahan

harus sekurang—kurangnya memenuhi syarat :

a. Jumlah Penduduk
b. Luas Wilayah
c. Bagian Wilayah Kerja

d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Sedangkan menurut Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2005 tentang Perubahan atau Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada
daerah diatuhkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam

12
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penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat

daerah.

Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, Kecamatan dan
Kelurahan. Selain itu, untuk  meningkatkan pelayanan  masyarakat dan
melaksanakan fungsi — fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu dibentuk kelurahan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka
pembentukan kelurahan harus mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat

administrative, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang
dalam pelaksanaan tugasnya memproleh pelimpahan dari Bupati atau Walikota,

selain itu dari pada itu lurah mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan

2. Pemberdayaan Masyarakat

3. Pelayanan Masyarakat

4. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga
kemasyarakatan seperti Rukun Tertangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna
dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah termasuk pemerintahan

kelurahan. Guna menjamin  penyelenggaraan  pemerintahan  kelurahan
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dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka
pemerintah Propindi, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Camat melakukan

pengawasan.

Kelurahan Gandus dibentuk sekitar tahun 1998, Kelurahan Gandus
merupakan suatu kelurahan dengan luas tanah + 3.250 Ha. Pada tahun 2015
terjadi pergantian lurah yang dipimpin oleh Lurah Bapak Ardan, SH., M.Si hingga
tahun 2021 dan pada tanggal 1 Mei 2021 berganti lurah yang dipimpin oleh Lurah
Bapak Muhammad Saleh Hamdan sebagai PLH dan PLT pada tanggal 1 Agustus

2021.

2.2 Letak Geografis Kelurahan Gandus

Adapun letak geografis Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Palembang
cukup strategis, karena disekitarnya merupakan pemukiman penduduk dengan

batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utama berbatasaan dengan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir
Barat | Palembang.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Keramasan, Kecamatan
Kertapati Palembang.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pulokerto, Kecamatan
Gandus Palembang.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan

Gandus Palembang.

2.3 Struktur Pemerintahan Kelurahan Gandus Palembang



STRUKUR ORGANISASI

KELURAHAN GANDUS KECAMATAN GANDUS KOTA PALEMBANG

LURAH

ARDAN.SH. .M.5i
PEMBINA/TV.a
NIP.196304161989031008

MUHAMMAD SATEH HAMDAN

SEEKRETARIS

NIP. 196404271986031009

PENATA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

FEBRINA A Md
PENATA MUDA TKJ
NIP. 197502222006042010

KEPALA SEKSIPEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

JAMIT AH
PENATA
NIP. 1962087198032018

STAF
MICKIANSYAH PUTRA

Sumber: Kelurahan Gandus, 2021

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN

HERMANSYAH S TP
PENATA
NIP. 196303111986031006

STAF
RIANI PRATIWI

STAF
DIAN SUSANTI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kelurahan Gandus
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2.4 Uraian Tugas Perangkat Kelurahan
Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Palembang No.24 Tahun 2010
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kelurahan, dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Lurah, tugas pokok, Fungsi dari lurah, yaitu :

(1) Lurah  mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan sebagian urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

(2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana di maksud
pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan
memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagimana
di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Lurah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.

b. Pemberdayaan masyarakat.

c. Pelayanan masyarakat.

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
f.  Pembinaan lembaga kemasyarkatan.

g. Penyusunan program pembinaan administrasi dan ketatausahaan.



h.
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Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(5) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2) uraian tugas Lurah adalah sebagai berikut :

a.

b.

Menetapkan visi, misi dan rencana strategis Kelurahan.
Merumuskan rancangan program kerja dan kegiatan Kelurahan.
Mempelajari dan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh
Wallikota.

Memaraf atau menandatangani Naksah Dinas sesuai dengan
kewenangannya.

Menyelenggarakan urusan administrasi Pemerintahan Kelurahan.
Menyelenggarakan ~ usaha  peningkatan  partisipasi  dan
pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan fasilitas
umum.

Menyelenggarakan usaha peningkatan perekonomian masyarkat.
Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan
ketertiban dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi
teknis terkait.

Menyelenggarakan usaha pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum.

Menyelenggarakan usaha pembinaan kehidupan sosial budaya
masyarakat antara lain di bidang kesehatan dan pendidikan.

Menyelenggarakan pembinaan kegiatan keagamaan.
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Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarkatan antara lain RT,
RW, PPK, Karang Taruna dan lembaga pemberdayaan masyarkat

atau sebutan lain.

m. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Camat dan Instansi

vertical yang berada di wilayah kerjanya.

2. Sekretaris, Tugas Pokok, Fungsi Sekretaris, yaitu :

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi

umum  yang meliputi urusan surat menyurat, rumah tangga,

administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi :

a.

g.
h.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan
laporan Kelurahan.

Pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi-seksi.
Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketata laksanaan.
Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
Pengelolaan urusan keuangan

Pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan.

Evaluasi dan pelaporan.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
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a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan
anggaran kegiatan Kelurahan.

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada sub bagian yang
dibawahkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan
masing-masing seksi.

d. Memperlajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh
Lurah.

e. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat
terhadap para staf yang dibawahkannya.

f. Memaraf atau menandatangani naskah ddinas sesuai dengan
kewenangannya.

g. Menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat,
dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.

3. Seksi Pemerintahan
(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Lurah di bidang pemerintahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pemerintahan.

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan.



20

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
Instansi lain di bidang pemerintahan.

Pelaksanaan  pengawasan dan pengendalian di  bidang
pemerintahan.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan (2), uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai

berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan.

b. Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan di  bidang
pemerintahan.

c. Membagi tugas dan petunjuk kepada para staf.

d. Menginventarisir dan mengavaluasi permasalahan pemerintahan di
wilayah kelurahan.

e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian permasalahan
pemerintahan di wilayah Kelurahan.

f.  Menyiapkan bahan pengusulan penetapan batas wilayah kelurahan
dan kecamatan.

0. Melakukan upaya-upaya pencapaian target Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) diwilayah Kelurahan.

h. Melakukan pembinaan administrasi RT dan RW.
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i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang
pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
(1) Seksi  Kentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ketentraman dan
ketertiban.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
ketentraman dan ketertiban.
b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang ketentraman dan
ketertiban.
c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang ketentaman dan
ketertiban.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasaama dengan lembaga/instansi
lain dibidang ketentraman dan ketertiban.
f. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksuda pada ayat
(1) dan (2), uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

adalah sebagai berikut :
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a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan
Ketertiban.

b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
koordinasi penyelenggaraan di bidang ketentraman dan ketertiban.

c. Membagi tugas dan petunjuk kepada para staf.

d. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah
kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai
sebagai bahan peningkatan karir.

5. Seksi Pembangunan Masyarakat
(1) Seksi  Pembangunan  Masyaraka mempunyai  tugas  pokok
melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pembangunan
masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi

Pembanguan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang
pembamgunan masyarkat.

b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pembangunan
masyarkat.

c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan pembangunan masyarkat.
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(3) Berdassarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Masyarkat adalah
sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program Kkerja Seksi Pembangunan
Masyarakat.

b. Membagi tugas dan petunjuk kepada para staf.

c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup Kelurahan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan
kecamatan.

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadao keseluruhan unit
kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program
kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kelurahan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Lurah dibidang kesejahteraan sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang

kesejahteraan sosial.
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b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang kesejahteraan
sosial.

c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang kesejahteraan
sosial.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2), uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah
sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteran Sosial.
b. Membagi tugas dan petunjuk kepada para staf.
c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan bantuan terhadap korban
bencana di wilayah kelurahan.
d. Memfasilitasi bantuan sosial terhadap masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-msing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang
Tenaga Fungsional Senior.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan

beban kerja.
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Tabel 2.1, Perangkat Lurah Di Kelurahan Gandus

No Perangkat Kelurahan Jumlah/ Orang
1 Kepala Lurah 1 Orang
2 | Sekretaris Lurah -
3 Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1 Orang
4 Kasi Pemberdayaan Masyarakat 1 Orang
5 Kasi Trantib -
6 Honorer 4 Honorer
7 Pegawai Harian 1 Orang
Jumlah 8 Orang

Sumber : Kelurahan Gandus, 2021

2.5 Visi dan Misi Kelurahan
Visi adalah tujuan atau gerakan masa depan, cita — cita, hal yang ingin
dilakukan. Sedangkan Misi adalah langkah, bentuk atau cara untuk
mewujudkan Visi. Adapun visi dan misi Kelurahan Gandus Kecamatan
Gandus kota Palembang sebagai berikut :
1. Visi
“Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan
Kegiatan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan Kelurahan
Gandus.”
2. Misi
a. Melaksanakan Sebagian Kewenangan yang dililimpahkan oleh Camat
Gandus.
b. Mencapai dan Mewujudkan Pemerintahan yang besih dan transparan.
¢. Mewujudkan Koordinasi dan Konsilidasi secara aktif terhadap instansi
Vertikal dalam Lingkungan Kelurahan Gandus Kota Palembang.
d. Merespon dan mencari solusi pemecahan terhadap aneka Ragam

kepentingan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
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Meningkatkan Displin, Etos Kerja, dan Kreativitas pegawai dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Membina dan Mengembangkan Kondisi dinamis agar memungkinkan

bagi setiap anggota masyarakat dalam mengembangkan kemampuan

dan kreativitasnya.

2.6 Kondisi Objektif Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Palembang

1. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk yang ada di Kelurahan Gandus Kecamatan

Gandus Palembang terdiri dari 17.258 jiwa diantaranya 8.775 jiwa adalah

Laki-laki, 8.483 jiwa adalah perempuan dan 5.069 jiwa Kartu Keluarga

(KK) dan 36 RT/07 RW. Adapun kewarganegaraan yang terdapat di

Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Palembang adalah 17. 328 Warga

Negara Indonesia (WNI) dan 0 Orang Warga Negara Asing (WNA), yang

dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di

Kelurahan Gandus

No Jenis Kelamin Jumlah / Jiwa

1 Laki — Laki 8.375 jiwa

2 Perempuan 8.483 jiwa
Jumlah 17. 328 Jiwa

Sumber data diolah 2020
2. Keadaan Pendudukan

Penduduk adalah warga Negara yang tinggal di wilayah

tertentu suatu negara, yang dalam realitas kehidupan sangat bervariasi dari

jenis kelamin, agama, sosial ekonomi, intelegensi, minat, dan semangat

hidup, pekerjaan, status sosial, keturunan serta pendidikan.
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Begitu juga keadaan penduduk Kelurahan Gandus Palembang
yang sebagian besar mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Namun
ada juga beberapa orang yang beragama Kristen dan Hindu. Berbagai
macam pekerjaan atau mata pencarian pendudukan kelurahan gandus
seperti buruh, sopir, pedagang, swasta, wiraswasta, guru, PNS, TNI,
POLRI dan sebagainya. Namun buruh dan serabutan yang sangat banyak
menjadi salah satu mata pencarian penduduk kelurahan gandus. Karena
hanya itulah mata pencarian yang bisa diterima oleh perusahaan atau
tempat kerja dengan tamatan yang minim.

3. Sarana Pendidikan
Sarana Pendidikan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus

Palembang terdiri dari 20 sarana pendidikan, yang dapat dilihat sebagai

berikut:
Tabel 2.3. Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Di Kelurahan Gandus

No Sarana Pendidikan Jumlah/Unit
1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / TK 12 Unit
2 Sekolah Dasar 4 Unit
3 | Sekolah Menengah Pertama 2 Unit
4 | Sekolah Menengah Atas 2 Unit

Jumlah 19 Unit

Sumber : data diolah 2020

4. Kondisi Keagamaan
Kondisi keagamaan masyarakat di Kelurahan Gandus
Kecamatan Gandus Palembang sama dengan masyarakat pada umumnya
bahwa agama merupakan kebutuhan hidup karena walaupun segala macam

kebutuhan materi telah terpenuhi namun manusia tetap merasakan perlu
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adanya suatu aturan yang harus dipegang dan dijadikan pedoman hidup
bagi pemeluknya.

Berdasarkan uraian diatas, Kelurahan Gandus Kecamatan
Gandus Palembang memilki masyarakat yang mayoritas menganut agama
Islam, dan beberapa diantaranya menganut agama Non- Islam, yang dapat
dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rincian Kondisi Masyarakat Pemeluk Agama
Di Kelurahan Gandus

No Agama Jumla /Orang
1 Islam 17.312 Orang
2 Kristen 11 Orang
3 Hindu 5 Orang
Jumlah 17.328 Orang
Sumber :diolah 2020
Tabel 2.5. Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah
Di Kelurahan Gandus
No Sarana Ibadah Jumlah/Buah
1 Masjid 17 Buah
2 Musholla 13 Buah
Jumlah 30 Buah
Sumber : data diolah 2020
5. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus
Palembang ada beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang cukup
memadai. Sehingga dapat dikatakan kondisi kesehatan masyarakat di
Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus Palembang dikategorikan cukup
baik hal ini dilihat dari tidak sulitnya masyarakat dalam mendapatkan

layanan kesehatan, yang dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 2.6. Sarana Dan Prasarana Kesehatan

Di Kelurahan Gandus

No Sarana Kesehatan Jumlah
1 RSUD 1 Unit
2 Puskemas 1 Unit
3 Puskemas Pembantu 2 Unit
4 Puskeskel 1 Unit
5 Posyandu Lansia 1 Unit
6 Posyandu Balita 17 Unit

Sumber :data diolah 2020

2.7 Lambang Kelurahan Gandus Palembang

Berikut ini Lambang yang digunakan oleh Kelurahan Gandus Palembang :

GNQV\J

Gambar 2.2 Lambang Kelurahan Gandus Palembang
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HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN

3.1 Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dengan penempatan di
bagian Pelayanan Kantor Lurah Gandus. Pekerjaan yang dilakukan oleh
mahasiswa/i Praktek Kerja Lapangan membuat Surat Keterangan Usaha, Surat
Pengantar F1, dan lain-lain. Disini penulis mencoba mendeskripsikan apa
yang telah penulis lakukan selama satu bulan.

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada
Kantor Lurah Gandus selama kurang lebih satu bulan mulai dari tanggal 06
September 2021 s/d 07 Oktober 2021, waktu Praktik Kerja Lapangan di
sesuaikan dengan jam kerja yang ada pada Kantor Lurah Gandus, yaitu mulai
Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB pada hari Senin s/d Kamis, sedangkan
Jum’at Pukul 08.00 WIB s/d 16.30 WIB. Selama Penulis melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan, pekerjaan yang diberikan oleh Pembimbing
Lapangan pada saat Praktik Kerja Lapangan yaitu Pelayanan terhadap
masyarakat dari Prosedur Kantor Lurah Gandus yang bertugas membuat
surat, mengecek data penerimaan bantuan dana BPUM, menginput data
penerima bantuan beras,memberi nomor surat, menulis surat masuk dan surat

keluar hal ini dilakukan rutin setiap hari.

30
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Pada saat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan, Penulis tertuju pada

tugas Pelayanan Publik dan Pengecekan Penerima Bantuan di Kantor Lurah

Gandus.

Tabel 3.1. Kegiatan Harian PKL di Kantor Lurah Gandus

Tanggal Jam Kegiatan
1. Pengenalan lingkungan dan pegawai
Kantor Lurah Gandus
%i?ti?wg%?rb gg;f 08.00-16.30 WIB | 2 Mem_buat Surat, Memberi nomor surat,
Minggu Pertama meminta Tanda tangan Pak Lurah.
3. Menginput Data Penerima Bantuan.
1. Membuat Surat Keterangan Usaha
13 September-17 2. Membuat F1
September 2021 08.00-16.30 WIB | 3. Membuat Surat Domisili
Minggu Kedua 4. Mengecek Penerima Bantuan
5. Menginput surat dibuku umum
1. Membuat Fomulir Surat Pindah Rumah
) 2. Membuat Surat Keterangan Usaha
ZS%Stimn?rb ;Bzzf 3. Mengikuti Sosialisasi Renyulyhan Pos
Minggu Ketiga 08.00-16.30 WIB Yandu b_ersama Ibu Wakil Walikota.
4. Memberi Nomor Surat
5. Membuat Surat N.A
1. Memberi Nomor Surat dan Menginput
27 September-01 | 45 5 15 30 WiB di buku umum o
(_)ktober 2021 2. Menulis Surat Masuk dan Surat Keluar
Minggu Keempat '
03 Oktober-08 Oktober 1. Memberi Nomor Surat
2021 08.00-16.30 WIB | 2. Membuat Surat Domisili
Minggu Kelima 3. Mengeprint Surat

3.1.1 Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Selama kurang lebih satu bulan Penulis melakukan kegiatan

Praktik Kerja Lapangan dan selama kurang lebih satu bulan juga Penulis

mendapatkan tugas yang diperintahkan langsung oleh Lurah Gandus

Bapak Muhammad Saleh Hamdan, seperti membuat surat, memberi nomor

surat, mengecek data penerimaan dana bantuan, menginput data penerima

bantuan, menulis surat masuk dan surat keluar , mengikuti sosialisasi

kegiataan yang ada di kantor lurah maupun diluar kantor lurah. Sedikit




3.1.2

3.1.3
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demi sedikit Penulis mulai mengerti pekerjaan yang ada dikantor Lurah
Gandus.
Pengertian Dana Bantuan BPUM

Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan
Bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM diseluruh Indonesia.
Bantuan sosial ini akan diberikan kepada sekitar 12,8 juta pelaku
usaha dengan nominal Rp 1,2 juta perusaha. Harapannya, bantuan
ini dapat digunakan untuk menjalankan usaha, baik menambah modal atau
untuk keperluan promosi dan pemasaran produk UMKM.

Pengertian Prosedur

Menurut Ardios (Wijaya & Irawan, 2018), “Prosedur adalah suatu
bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut
beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang diterapkan untuk
menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara
berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.”

Menurut Cole yang diterjemahkan oleh Badriwan dalam (Wijaya &
Irawan, 2018) “Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan-pekerjaan
kerani (clerical) biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian
atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam
transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.”

Menurut (Wijaya & Irawan, 2018) menyimpulkan bahwa :

“Prosedur merupakan adalah urutan kegiatan atau aktifitas yang
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melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang
dilaksanakan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.”
Manfaat Prosedur
Manfaat suatu prosedur menurut (Sukmadinata, 2017) diantaranya
adalah :
1. Lebih mempermudah dalam memastikan pengambilan langkah.
2. Sebagai sesuatu petunjuk kerja yang jelas yang dipastinya wajib
dipatuhi.
3. Membuat serta meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan
efisien.
4. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin serta
terbatas,sehingga membuat pelaksana dalam melakukan pekerjaannya.
5. Mencegah dalam terjadinya penyimpangan serta memudahkan
pengawasan, apabila terjadi penyimpangan maka dapat segera
diadakan perbaikan-perebaikan.
Syarat Pengajuan bantuan BPUM
Pelaku Usaha Mikro yang mendaftarkan diri untuk menerima BPUM
harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Syarat Umum :
1. Warga Negara Indonesia ;
2. Berdomisili di wilayah Kecamatan Gandus
3. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI dan

POLRI, atau Pegawai BUMN dan BUMD;
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4. Memiliki Usaha Mikro
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari Perbankan
dan KUR.
b. Syarat Administrasi
1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3. Fotokopi Nomor Izin Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha
dari Lurah setempat;
4. Wajib memiliki No. HP yang bisa dihubungi
3.1.6 Mekanisme Pengajuan bantuan BPUM
Sosialisasi BPUM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
Usasha Mikro Kabupaten Sumatera Selatan adalah dengan menyebarkan
informasi melalui surat ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten
Palembang dan juga melakukan penyebaran informasi public yaitu melalui
website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Setelah penyebaran informasi
dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh kecamatan  mengenai
pelaksanaan BPUM. Jangka waktu yang terbatas merupakan suatu kendala
dalam pelaksanaan BPUM yang dimana persiapan pelaksanaanya mulai
dari memahami konsep BPUM dan penyebaran informasi ke masyarakat
hanya dilakukan dalam seminggu sedangkan 2 minggu yang tersisa
digunakan untuk pengusulan BPUM oleh masyarakat. Sedangkan pada
BPUM tahap perpanjangan, pelaksanaan BPUM sudah mulai tertata

karena sudah ada pengalaman dari BPUM tahap awal.
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Mekanisme pelaksanaan BPUM dimulai dengan pengusulan data,
pembersihan data dan pencairan dana.

1. Pengusulan atau pengajuan data BPUM dilakukan oleh masyarakat
langsung. Masyarakat bisa mengusulkan BPUM langsung ke
Kelurahan dan Kecamatan Gandus. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
hanya menerima data hasil rekapan dari Kecamatan dan Kelurahan
Gandus Palembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya
pengusulan BPUM di Gandus setempat akan mempermudah bagi
masyarakat yang ingin mengusulkan BPUM yang tempat tinggalnya
yang jauh dari Kelurahan Gandus, dengan itu masyarakat hanya perlu
mendatangi RT/RW, Kantor Camat Gandus, Kantor Lurah untuk
mengusulkan data BPUM. Data pengusul BPUM yang didapatkan oleh
Kantor Lurah Gandus kemudian diusulkan lagi ke Dinas Koperasi dan
UKM tingkat Provinsi. Dari Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi
kemudian mengusulkan data BPUM ke Kementerian Koperasi dan
UKM RI selaku pelaksana BPUM. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat

pada gambar berikut :
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ATUR PENGATUAN DANA BAWNTUAN

Masyarakat Lurah pada Bagian Pelayanan Dinas Koperasi

( Mulai ) <P o
w
Mendaftarkan diri
sebagai dan
membawa
berkas l
Memeriksa Melakuk_e_l_n VE_IIidaSl
w kelengkapan dan wverifikasi data
Berkas penernma
KK, KTP. dan SKU ‘lr

> 1 if

Membuat formulir
data usulan

1
Data Usulan i

Pembuatan SPM dan
SK Bebas Pinjam

SK Bebas Pinjam

Selesai

Sumber data diolah 2021

Gambar 3.1 Alur Pengajuan Dana BPUM 2021
2. Pembersihan data adalah pembersihan data pemeriksaan NIK yang
menerima pinjaman modal usaha pada perbankan.
a) Pembersihan data dilakukan melalui penghapusan data calon
penerima BPUM yang :

1) Memiliki identitas sama atau ganda atau duplikasi dengan
calon penerima BPUM vyang diusulkan |lembaga pengusul
lainnya;

2) Nomor Induk tidak sesuai format administrasi kependudukan;

3) Dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau
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4) Sedang menerima kredit atau pinjaman KUR dan/atau kredit
pinjaman perbankan lainnya.
3.1.7 Penerimaan dan Pencairan Dana BPUM

Setelah selesai melakukan Pengajuan dan Pembersihan data atau
penginputan data, selanjutnya para masyarakat untuk mengecek data
apakah nama penerima ada didalam website e-from bri atau melalui
notifikasi SMS.

Setelah pemberitahuan penerima BPUM, pelaku usaha yang
terdaftar sebagai penerima BPUM bisa melakukan verifikasi ke bank
penyalur dengan membawa KTP asli yang kemudian diminta untuk
mengisi data pelaku usaha, mengisi surat Pertanggung Jawaban Mutlak,
dan mengisi formulir pembukaan rekening bagi pelaku usaha yang tidak
memiliki rekening.

Setelah itu dana akan langsung dicairkan ke rekening masing-
masing dengan membawa surat keterangan usaha dari Kantor Lurah
Gandus maka dana tersebut baru bisa dicairkan .

1. Penerimaan Dana BPUM :

Untuk mengetahui apakah masuk dalam daftar penerima bantuan
UMKM atau tidak, Anda dapat melakukan pengecekan dengan cara seperti
berikut ini:

a. Cek Penerima Bantuan UMKM Melalui Situs Banpres BPUM

Anda dapat melihatnya melalui situs resmi Banpres BPUM.

Caranya yaitu :
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1. Buka browser, lalu Buka situs banpresbpum.id.

2. Masukkan NIK. Klik opsi “Cari” dan tunggu Sampai proses
loading selesai

3. Anda akan melihat daftar penerima bantuan UMKM.

b. Cek Melalui Eform BRI
Cara cek penerima bantuan UMKM lainnya, yaitu dengan

mengakses Eform BRI. Berikut ini tahapan untuk cek Eform BRI :

1. Buka situs eform BRI

2. Kemudian login dengan menggunakan NIK.

3. Masukkan kode verifikasi dan klik “Inquiry”.

4. Tunggu sampai proses loading selesai dan Anda akan melihat
daftar dari penerima bantuan sosial tersebut.

2. Pencairan Dana Bantuan BPUM

ALUR PERNCAIRARN| DAR S BAaR TR

KPP Bank

g5 P

Data usulan sSP20D
=

FProses pencairan dana
ke relkening penerima

Membuat Surat SP2D l

FPemberitahuan kepada
penerima banwa dana
telakn dikirinn

SPZ2D l

Bukii pengsliuaran
dana bantuan BPLIN

Sumber data diolah 2021

Gambar 3.2 Alur Pencairan Dana Bantuan
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Keterangan :

1. Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
Daftar isian pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang
dipersamakan.

2. Data usulan
Data usulan yang berisi besaran nama data pendaftar bantuan
usaha.

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat perintah pencairan dana aau SP2D adalah surat yang
dipergunakan untuk mencairakan dana lewat bank yang ditunjuk
setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh KPPN
(Kantor Pelayanan perbendaharaan negara).

3.1.8 Dokumen yang terkait dengan Dana BPUM
1. Surat Usulan Data Calon Penerima BPUM
Surat usulan adalah surat yang digunakan oleh calon

penerima BPUM untuk syarat saat pengajuan dokumen. Surat
usulan adalah surat resmi yang ditulis oleh seseorang, badan usaha,
maupun organisasi dengan tujuan meminta suatu hal kepada pihak

atau instansi lain.
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2. Contoh daftar calon penerima BPUM
Daftar calon penerima BPUM adalah daftar calon yang
diberisi nama penerima untuk mengajukan bantuan kepada instansi
penyaluran dana sebanyak nama penerima yang mengajukan dana

bantuan BPUM.

Kop Surat Pengusyl BPUM
SURAT USULAN
CALON PENERIMA BPUM

Untuk melaksanakan ksfentuan Pasal 5. Psraturan Menteri Koperast dan Usaha Kecil dan
Meneneah Nomor 2 Tahun 2021. Yang berfanda tangan di bawah it

Nama., oo (1)
labatan; - ()
Dinag/Badan ;.. (3)

Menvatakan dengan sesungguhava babwa:
1. Kami mengusulkan calon pensrima BPUM sebagaimana terlampir.
2. Data pglaky ysaha mikro yang kami ysulkan sebagai calon penerima BPUM sebanyak
--------- (4) (daftar terlampir) adalah bepar dan tanpa pungutan apapup.
Demikian usulan dan pemyataan in kami buat dengan penub tanggungiawab.
(Tempat. Tanggal Bulan Tahun) ... (5)
Nama Dinas/Badan Pengusul ... (6)

Nama Pejabat vang bertangeune jawab

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2020
Gambar 3.3 Formulir Usulan Data Calon Penerima

Petunjuk pengisian surat pernyataan dan usulan data calon penerima
BPUM adalah sebagai berikut :
1. Pada nomor 1 yaitu Nama, Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung

jawab yaitu nama Lurah Gandus Muhammad Saleh Hamdan
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Pada nomor 2 vyaitu Jabatan, Diisi dengan jabatan pejabat yang
bertanggung jawab yaitu PLT Lurah Gandus atau Lurah Gandus

Pada nomor 3 yaitu Dinas/Badan, Diisi dengan nama lembaga pengusul
data calon penerima BPUM vyaitu Kelurahan Gandus Palembang

Pada nomor 4 yaitu Diisi dengan jumlah data usaha Mikro calon penerima
BPUM vyang diusulkan. Misalnya 1 orang yang melakukan susulan.

Pada nomor 5 Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat. Misalnya:
Palembang, 20 Agustus 2021

Pada nomor 6 Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang
berwenang serta dibubuhkan cap resmi lembaga pengusul yaitu PLT Lurah

Gandus Muhammad Saleh Hamdan.



Tabel 3.2
CONTOH DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM)
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Alamat Lengkap Sesuai KTP

Alamat Lengkap Tempat Berusaha

No|No. KTP (No. KK| Nama | Tangga| Jenis Bidang|NIB/| Telepon
Sesuai | Ilahir | Kela Usaha |SKU | Seluler
KTP MIN | provins|Kab/ | Kecam | Desa/Kel | Provinsi | Kab./ | Kecamatan| Desa/
i Kota [ atan , RT, Kota Kel,
RW RT,
RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
7
1 |1505056 |(1508043|Andini 16-05- P | Sumsel [Pale |Gandus |JI. Bunga | Sumatera [Palemba| Gandus JI. Jual |00.10{08537499
7056700 [1051400(Saputri 1981 mba No. 12 Selatan |ng Bunga |[Goreng [/0602/4075
01 01 ng Paal No. 15 an  |/[SKU
Merah RT Paal /PMT
07 RW 05 Merah R/V/
RT 07 2021
RW 05
2

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Nama Lembaga pengusul

Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab




Keterangan

1. Kolom 1 diisi nomor urut;

Kolom 2 diisi nomor lengkap Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Kolom 3 diisi nomor lengkap Kartu Keluarga (KK);

Kolom 4 diisi nama lengkpa yang tertera sesuai KTP;

Kolom 5 diisi tanggal lahir dengan mencatumkan tanggal, bulan, dan tahun;
Kolom 6 diisi jenis kelamin (L/P);

Kolom 7 s.d 10 diisi alamat lengkap domisili sesuai yang tertera pada KTP;
Kolom 11 s.d 14 diiisi alamat lengkap tempat menjalankan usaha;

9. Kolom 15 diisi nama bidang usaha yang tercantum di SKU ;

10. Kolom 16 diisi lengkap sesuai yang tertera di Nomor Induk Berusaha atau Surat Keterangan Usaha ;
11. Kolom 17 diisi nomor telepon seluler aktif.

N A~ WD
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3.2 Kendala yang dihadapi
Kendala yang dihadapi dalam pengajuan dan penerimaan dana
bantuan BPUM, yaitu :

1. Prosedur pada pengeluaran di lurah surat usulan dana terhambat di
kelurahan karena diharuskan adanya tanda tangan oleh lurah yang
bersangkutan, ketika lurah tidak ada dikantor.

2. Keterbatasan pada saat Lurah pada bagian pelayanan ingin membuat
formulir data susulan namun terdapat usaha mikro tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kelengkapan berkas kurang.

3. Adanya ketidaksesuaian nama dan NIK atau NIK pada KTP nama
penerima tidak persis sama dengan nama diKTP/Kartu Keluarga (KK), hal
ini mengakibatkan terlambatnya proses pencairan dana.

3.3 Cara Mengatasi kendala
Untuk mengatasi masalah dari kendala yang dihadapi hal yang harus
dilakukan, antara lain :

1. Sebaiknya lurah menggunakan aplikasi tanda tangan online yang
direkomendasikan oleh bagian pelayanan masyarakat.

2. Ketika saat lurah pada bagian pelayanan ingin membuat fomulir data
usulan usaha mikro tidak sesuai, hal yang dilakukan lurah pada bagian
pelayanan meminta berkas ulang pada pelaku , yaitu surat keterangan
usaha dari lurah dan foto diri dengan latar belakang usaha dari pendaftar

atau foto usaha dari pendaftar.



45

3. Sebaiknya bagian pelayanan memeriksa data penerima terlebih dahulu.
Jika data diri penerima terdapat ketidaksesuaian nama dan NIK atau
NIK pada KTP nama penerima tidak persis sama dengan nama
diKTP/Kartu Keluarga (KK), maka penerima wajib melakukan
konfirmasi ke Dukcapil untuk pembenaran data diri penerima dan
membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan yang penerima

bantuan adalah benar.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa manfaat BPUM dirasakan
sangat besar oleh pelaku usaha untuk bertahan pada masa pandemi. Mayoritas
penerima memanfaatkan dana bantuan untuk membeli bahan baku dan alat
produksi. Pelaku usaha menggunakan dana bantuan untuk keperluan lainnya,
seperti membayaar utang, konsumsi, tabungan, biaya sekolah, dan biaya
kesehatan.

Program BPUM berfungsi sebagai komplemen bantuan pemerintah
lainnya. Bantuan UMKM atau program Banpres Produktif Usaha Mikro
(BPUM) merupakan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM diseluruh
Indonesia termasuk di masyarakat kelurahan gandus. Bantuan UMKM
menjadi satu cara mempermudah Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM.
Sektor ini menjadi salah satu milik masyarkat yang banyak mengalami
goncangan ditengah pandemi Covid-19.

Dengan adanya Program Banpres Produktif Usaha Mikro, tambahan
Modal untuk memenuhi keperluan usaha agar usaha pelaku usaha mikro dapat
bertahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraannya dalam hal pemenuhan
kebutuhan pokok.

4.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari Laporan Penulis, yaitu :

46
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Penulis merekomendasikan agar kelurahan menggunakan aplikasi tanda
tangan digital sehingga proses pengajuan surat usulan data itu dapat
diproses dengan cepat.

Penulis memberi saran sebaiknya lurah ada pengalihan jabatan untuk
melakukan tanda tangan disurat yang dibutuhkan masyarakat sehingga
surat tersebut tidak telalu lama di tanda tangan.

Menggunakan dana dengan maksimal untuk membangun sarana dan
prasarana bagi masyarakat, serta kegiatan pemberdyaan masyarakat.
Mengikuti prosedur yang ada untuk menghidari kesalahan yang
menghambat proses pengajuan dan penerimaan dana.

Meningkatkan akurasi dan pengecekan ulang untuk memastikan semua

dokumen dan data dimasukkan sudah benar dan lengkap.
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